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Esa atas selesainya tesis dengan judul Peran Pemerintah Provinsi Papua Terhadap 

Kebijakan Investasi Dalam Rangka Otonomi Khusus. Tesis ini berisi tentang hasil 

penelitian normatif yang penulis lakukan dengan mempelajari berbagi peraturan 

perundang- undangan dan pendapat para ahli dalam bidang investasi dan kebijakan 

pemerintah dalam rangka otonomi daerah.   

Provinsi Papua adalah Provinsi yang memiliki kebijakan khusus sebagaimana 

termuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang  Otonomi Khusus, dan 

dalam rangka memperpendek rentang kendali antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah dalam bidang investasi maka pemerintah provinsi papua dapat melakukan 

kebijakan khusus di bidang investasi terutama menyangkut pembuatan peraturan daerah 

dan peraturan gubernur yang mengatur dan mengarahkan   investasi serta investor yang 

menanamkan modalnya serta proses pelaksanaan dan pemberian bantuan dalam 

mempermudah proses perizinan, pengaturan tenaga kerja, dan jaminan keamanan bagi 

investor yang menanamkan modalnya   di Provinsi Papua, adanya Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal maka penulis hendak mengkaji 

bagaimana Peranan Pemerintah Provinsi Papua  dalam menetapkan kebijakan 

pemerintah terhadap investor dan manfaat investasi bagi masyarakat adat Papua.    

  Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan politik hukum yaitu 

penulis mencoba  megkaji bagaimana kebijakan pemerintah Provinsi Papua  dalam 

bidang investasi. 
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INTISARI 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah Peran Pemerintah 

Provinsi Papua Terhadap kebijakan Investasi Dalam Rangka Otonomi khusus.  Dengan 
melihat  aturan-aturan hukum yang berlaku serta bagaimana Peran Pemerintah Provinsi  
Papua Dalam menarik dan mengarahkan investor untuk berinvestasi di Provinsi Papua.  
 Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mempelajari berbagai 
literatur hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku dalam bidang investasi.Penelitian 
ini  menggunakan  pendekatan politik  hukum  dengan melihat  peraturan-peraturan dan 
kebijakan  yang di buat oleh pemerintah Provinsi Papua dalam menarik dan mengarahkan 
investor  serta di bandingkan peraturan hukum nasional yang berlaku di bidang investasi 
.Hasil dari perbandingan tersebut akan menentukan kebijakan apa yang harus di ambil 
oleh pemerintah Provinsi Papua dalam menarik dan mengarahkan investor di Provinsi 
Papua. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan hukum nasional yang berlaku di 
bidang investasi belum diikuti oleh peraturan pelaksana lainnya dalam kewenangan di 
bidang investasi yang berikan kepada Pemerintah Provinsi Papua  serta belum adanya 
peraturan daerah Provinsi Papua  yang mengatur tentang investasi di Provinsi Papua dan 
peraturan daerah tentang pembebasan tanah ulayat bagi kegiatan investasi dari hasil 
penelitian ini maka menjadi masukan bagi pemerintah Provinsi Papua segera membuat 
peraturan daerah mengatur tentang investasi yang tidak bertentangan dengan peraturan 
hukum nasional yang berlaku untuk dapat menarik dan mengarahkan investor untuk 
dapat berinvestasi di Provinsi Papua.           
 
Kata-kata kunci : Peran Pemerintah Provinsi  Papua, kebijakan pemerintah,      

Otonomi Khusus.   
   
 

 

 


